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ABSTRAK 

 

Hendrika Romana, 22190021 Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Timor. Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa 

Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Dibimbing oleh pembimbing utama Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM dan 

pembimbing pendamping Bapak Stefanus Bekun, S.Sos.,M.AP. Penelitian ini 

dilatar belakangi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 

mitra kerja pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa 

Oepuah Selatan di mana setiap tahapan penyusunan peraturan desa selalu 

melibatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga 

peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang 

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki 

Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa 

Oepuah Selatan yang pertama, kebijakan dalam hal ini proses pembuatan 

peraturan desa yang ada di Desa Oepuah Selatan selalu diawali dengan 

menganalisis situasi atau melihat masalah-masalah yang ada di Desa 

kemudian disusun dan dibahas bersama namun dalam proses penyusunan 

peraturan desa mengalami kendala sehingga perturan belum disahkan menjadi 

suatu peraturan yang sah. Kedua, strategi  yang dilakukan oleh BPD Desa 

Oepuah selatan yaitu melihat masalah-masalah yang ada dan mengumpulkan 

masyarakat untuk melakukan musyawarah bersama bertujuan untuk 

masyarakat menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi. Ketiga, 

komunikasi yang dilakukan anatara BPD dengan masyarakat Desa Oepuah 

Selatan itu bersifat terbuka dilhat dari BPD melakukan musyawarah dusun 

selalu di forum terbuka.  Penelitian ini dapat disimpulan bahwa pertama, 

kebijakan yang dibuat oleh BPD Desa Oepuah Selatan belum disahkan 

menjadi sebuah peraturan yang sah tetapi masih dalam bentuk rancangan. 

Kedua, strategi yang dilakukan oleh BPD Desa Oepuah Selatan dalam 

penyusunan peraturan desa melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. 

Ketiga, komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa bersama pemerintah 

desa dalam penyusunan peraturan desa bersifat interen sedangkan komunikasi 

antara Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat bersifat terbuka. 

Kata kunci: Peran, Peraturan, Desa 
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ABSTRACT 

 
 

    Hendrika Romana, 22190021 Public Administration Study Program, 

Faculty of Social and Political Sciences, University of Timor. The Role of the 

Village Consultative Body (BPD) in Preparing Village Regulations in South 

Oepuah Village, Biboki Moenleu District, North Central Timor Regency. 

Guided by the main supervisor Dr.A.P. Aplonia Pala, S.Sos., MM and co-

supervisor Mr. Stefanus Bekun, S.Sos., M.AP. This research is motivated by 

the role of the Village Consultative Body (BPD) as a working partner of the 

village government in the process of drafting village regulations in Oepuah 

Selatan Village, where every stage of drafting village regulations always 

involves the role of the Village Consultative Body (BPD). So village 

regulations are village level statutory regulations that are determined by the 

village head after being discussed and agreed upon with the Village 

Consultative Body (BPD). The aim of this research is to determine the role of 

the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations in 

Oepuah Selatan Village, Biboki Moenleu District, North Central Timor 

Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results of this 

research show that the role of the Village Consultative Body (BPD) in 

drafting village regulations in South Oepuah Village is the first policy, in this 

case the process of making village regulations in South Oepuah Village, 

always begins with analyzing the situation or looking at the problems that 

exist in the village. The village was then drafted and discussed together, but in 

the process of drafting village regulations there were obstacles so that the 

regulations had not been ratified into valid regulations. Second, the strategy 

carried out by the South Oepuah Village BPD is to look at the existing 

problems and gather the community to hold joint deliberations aimed at the 

community conveying complaints or problems they are facing. Third, the 

communication carried out between the BPD and the people of South Oepuah 

Village is open, as seen from the BPD always holding hamlet deliberations in 

an open forum. This research can conclude that first, the policy made by the 

South Oepuah Village BPD has not yet been ratified into a valid regulation 

but is still in draft form. Second, the strategy carried out by the South Oepuah 

Village BPD in drafting village regulations through hamlet deliberations and 

village deliberations. Third, communication between the Village Consultative 

Body and the village government in drafting village regulations is internal, 

while communication between the Village Consultative Body and the 

community is open. 
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